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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR ||, TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

68

imban : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1
i 3 ayat (4) Undang-Sndang Nomor 28 Tahun 2009 tentamg1
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal1

29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerak'l, dan
Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturall
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352} sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lemb.arag
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesie;
Nomor 3874} sebagaimana telah diubah den
Undang-Undang Nomor 20 Tah A

un 2001 (Le aran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Ni) =

mor 134
Tambahan Lembaran Negara Republik | ul
Nomor 4150); ndonesia

4, Undang-Undang
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Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentans
@n Negara (Lembaga Negara Republik

{;do%esia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara
Publik Indonesia Nomor 4286);

U g

P;'?oang Un Ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Ind endiharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Le o;eSla Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undan_g-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang NoMor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005_ Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575,

13. Peraturan ...
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Peraturan p .
Pengelola €merintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Tambah an Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Nomor 4 57g Lembaran, \¢8ara Republik Indonesia
P T
pggzmran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pel D Pel.ly}lsunan Dan Penerapan Standar
Ida.yangn Minimal (Lembaran Negara Republik
12 onesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan Dt Kinerja  Instansi
Pemerintah (Lembaran Nega¥a Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pellbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8
Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipili Di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006

Nomor 80);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daergh Kabupaten
Sintang Nomor 26) sebagaimana telgh diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Non_lor 3
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 3);

21. Peraturan ...
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Peratur

Tahun ;r(l)OBD?erah Kabupaten Sintang Nomor 1
intang ngr;g:f"g Urusan Pemerintah Kabupaten

Tahun 20 Nomg:] 1 Daerah Kabupaten Sintang

Tambahan Lembaran Daerah
ntang Nomor 1);

P
TZ;"‘:;:rZEOBDaerah Kabupaten Sintang Nownor 2
Daerah g btentang Sugunan Organisasi Perangkat
K abu a.up aten  Sintang (Lembaran Daerah
bpaten Siftang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
seg] Sray Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2
agaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan  Lenbaran Daerah Kabupaten Sintalg
Nomor 5);

Kabupaten Si

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dap Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten

Sintafg Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ini i ksud dengan g
Peraturan 1ni, yang dimal
Dal?)r:erah adalah Kabupaten Sintang.

L

2. Pemerintah ...
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P =
Dzr:r;rﬁnt::b Daerah  adalah Bupati dan Perangkat
daerah, A8Al unsur penyelenggara pemerintahan

3. g‘gpati adalah Bupati Sintang
Inas Perndapatg ) . )
Daerah Kaby patan Daerah adalah Dinas Pendapa

: n paten Sintang.
S Pajak Daer alh g

| Yyang selanjutnya disebut pajak adalah
ko_EtUI?USl wajib kepada daerah yang terutang oleh
bt atau  badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak
Mmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk  keperluan  daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapf:lt dikenakan pajak. _
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai

Crgan kelentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang mmerupakan Kkesatuan, baik yang melakukan
Usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
Meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firmakongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lambaga atau bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

9. Surat Pemberitahuan Pajak  Terutang, yang
selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang kepada Wajib Pajak.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang yang
selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak
yang terhutang kepada Wajib Pajak.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumiah pokok pajak yang
terutang.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekprangap .pemb ayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

13. Surat ...
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13" Surat Keteta . Bayar
Pan  Pajak Daerah Kurang Y
"Ii’gmbahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
alahb Surat ketetapan pajak yang menentukan
14.3 ahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
J d_l.u"at Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
isingkat STPD, adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bungan dan/atau denda.

15- Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu  dalaam peraturan perundang-undangan
Perpajakan daerah yang terdapat dalam su}-at
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
agihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetujan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotorngan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
wajib pajak.

17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Kebaratan yang diajukan oleh wajib pajak.

18. Plutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib
dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang
tercantum besarannya dalam Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan,

Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

19. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan
agar penanggung pajak mejunasi hutang pajak dan
biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau
mernpcringatkan, melaksanakan penagihan seketika
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan tindakan pencegahar_l, melaksanakan
penyitaan, penyendaraan dan menjual barang yang
telah disita.

20. Pemeriksaan ..,
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20. Pemeriksaan P

: : t
ajak Daerah yang selanjutnya disebu

PﬁmerikSaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun  dan mengolah data, keterangai

dan/atau buktj yang dilaksanakan secara objektif dan
Professional berdasarkan suatu standar pemeriksaarn
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lai?* dalam
rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satl) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak

menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan
Tahun Kalender.

22. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun
pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan

k€tentuan peraturan perundang-undangan pe;—pa_jakan
daerah.

23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi keadaan hqrta,
kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya
serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba
untuk periode tahun pajak tersebut.

24. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan
perpajakan daerah.

25. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui
tenggang wakmu S (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak daerah, kecuall apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.

26. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih.

27. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang
diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi.

28. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita
pajak kepada penganggung pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh temp0 pembayaran yang meliputi
seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa
pajak dan tahun pajak.

29. Surat ...



29. Surat Pgksa

000253

adalah surat perintah membayar utanré

pajak dan biaya Penagihan pajak.

BAB 11
RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

Penghapusan Piutang Pajak dapat dilakukan pada semu2
JenIs pajak yang menjadi kewenangan daerah, meliputi
keWE}Jlban pokok pajak, bunga dan/atau denda
administrasj yang tertunggak sampai dengan tanggal

terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah
tercantum dalam:

ROOAN TR

(1)

(2)

SPPT,

SPPDT;

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

STPD;

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak
yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 3

Piutarg Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 beserta bunga dan/atau denda dapat

dihapuskan apabila Piutang Pajk Daerah tersebut

tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia
dengan tidak meninggalkan harta warisan dan
tidak mempunyai ahli waris;

b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai
harta kekayaan lagi,

c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil
penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi
utang pajaknya;

d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak
pidana yang dilakukannya dan telah memilki
ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;

e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak
dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan
diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang
berwenang, - ;

{ Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah
kedaluwarsa, :

g. Dokumen ...
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g Dpkumen sebagai dasar penagihan pajak tidak
ditemukan dikarenakan force majeure; ok
h. Hak daerah untuk melakukan penagihan P&J
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tel_‘.tent‘;
sehubungan dengan adanya perubahan ke bifka
dan/atau  berdasarkan pertimbangan yang
djtetapkan oleh Bupati; dan t
Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak deps
diketemukan lagi karena: _ . dah
1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pince’
alamat dan tidak mungkin diketemukan 138}

dan o

2, Waiib Pajak/Penanggung % g
meninggalkan Indonesia untuk selama
lamanya.

(3) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan Hane
tidak dapat atau tidak mungkin ditagib e
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: -

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan

Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah
kedaluwarsa; )

c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak
ditemukan dikarenakan force majeure, dan

d.

Hak daerah untuk melakukan penagiha® pajak
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi ter '_centu
sehubungan dengan adanya perubahan kebijaka®™

dan/atau berdasarkan peftimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

(1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan
sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan

upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan
perpajakan daerah yang berlaku.

(2) Piutang Pajak Daefah yang tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terlebih
dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan
Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB III
KEDALUWARSA

Pasal 5

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang
Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluarsa ...
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(2) ;{_Cdaluwarsa penagihan pajak sebagaimanad
lrna%(sud. pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau "
b. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak bai
langsung maupun tidak langsung. 3

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surd
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
Pe€nyampaian Surat Paksa tersebut. :

(4) P?ngakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak
defgan kesadarannya menyatakan masih mempunyal
utang pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah. .

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan
pPengajuan permohonan angsuran atau penundac?l.n
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.

BABIV
KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Bupati dapat menghapus Piutang Pajak Dgergh
dikarenakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi.

(2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BABV
TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 7

(1) Kepala Dinas menyusun Daftar Usulan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan
Penghapusan Piutang pajak Daefah pada setiap akhir
tahun.

(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
dan Daftar Penyisihan/Cadangan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. Alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Objek
Pajak;

d. Jenis Pajak Daerah;

e. Tahun Pajak;

f Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atay
yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;

g Tindakan ...
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(1)

(2)

(3)

(4)

(2)
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_ gihan yang pernah dilaku »
b, Alasan dihapuskan~ atau dicadangkan untuk
dihapuskan.

Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak
Daerah dan Daftar Penyisihan/Cadangan
Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
inu

Pasal 8

Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan
penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar
Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan
D-aftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. ]
Kepala Dinas dalam hal tertentu dapat meminta
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan/atau
Juru  Sijta untuk mendampingi Tim dalam
melaksanakan tugas. .
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
membawa Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala
Dinas dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. Alamat Wajib Pajak atau Penaggung Pajak;

c. Nomor Pokok Waljib Pajak Daerah/Nomor Objek
Pajak;

d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat
Keputusan Keberatan/Surat Keputusan
Pengurangan, penghapusan sanksi Administrasi
berupa kenaikan bunga dan/atau denda;

e. Jenis Pajak Daerah;

Tahun Pajak;

Besarnya Piutang Ppajak Daerah yang akan

dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk

dihapuskan;

h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;

i Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk

dihapuskan,

g ™

J- Gambaran
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Sambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak Dacrah
Yang bersangkutan, sebagai dasar untuk
menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yene.
tdak dapat ditagih lagi dan  diusulkan untuk
dihapuskan; dan

Keter:.ir.lgm\ hasil penelitian administrasi dan
penhtelitian lapa_ngan'

Pasal 10

Piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelak}

dllak‘_—lkan penelitian oleh Tim dan melaporkan hasil

penellt_iannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan
Piutang Pajak Daerah Pada Dinas kepada Bupati
berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang
Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan disertal
pertimbangan Kepala Dinas.

(2) Format Daftar Piutang Pajak Daerah yang diusulkan
untuk dihapuskan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
darn Peraturan ini.

Pasal 12

(1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Bupati menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak
Daerah.

(2) Format Keputusan Bupati tentang Penghapusan
Piutang Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV ...
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BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 13

Peratur. oo
di -lndanagka:upatl Inl mulai berlaku pada tanggal

A g

pgir (Sietlap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengun angan Peraturan Bupati ini dengan
mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 M 2014

( BUPATI SINTANG,{

v
‘VMILTON CROSBY

piundangkan di Sintang
pada tanggal U pen 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINTANG,

4 @
VIOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 1



LAMPIRAN

No.

1 F

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

DAFTAR PIUTANG PAJAK DA
PENDAPA- AN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATY
970/

SINTANG

/KEP-DISPENDA /2014

AT
Il;ENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA
TINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

AHUN PAJAK .... SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK ...

000259

ERAH YANG DIHAPUSKAN PADA DINAS
KABUPATEN SINTANG TAHUN PAJAK ...
SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK

e | J umlah
um 3
ji Piutang
Nama .Wajlb NOP / - 5 Tahun Piutang 3 v
Pajak Npwpp | VS Pajak _ Pajak Yang
! (Rp)
2 3 4 5 6 7

BUPATI SINTANG,

( BUPATI SINTAN G,{

’
Vun.'ron CROSBY
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r. .

w""M 1 PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

DAERAH

pAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DM'JW'“K1 N‘
R’U:ATEN SINTANG YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNG

gﬂ DITAGIH LAGI UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN
B
,/f |
Jumlah
Nama G Pajak ‘J‘;a“;ﬂaih Jumlah
dan NPW P/ Pems Tahun yang yang sisa deakan
i P ajak - masih Piutang .
1 %ﬁ il Daerah Pagals harus dfli;a;ar Pajak Penagih.
dibayar (Rp)
| Pajek e (Rp)
»
~t72 | 3 4 5 6 7 8
L1
|
| | |
| |
| \ \
| |
| | i |
' I
i | | | |
| | | | |
Bintang, ussvsssraune Bl
KEPALA SEKS! .......... ,
KEPALA BIDANG........-

{ BupaT sINTANG,{

Wmn:ro; CROSBY
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;.»"P‘m n ‘;“:;:;;RAN BUPATI SINTANG
: T
e AHUN 2014
TENT "
ANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH
DAFTAR CADAN
gORMAT e GAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
RAH KABUPATEN SINTANG TAHUN .....
| Jumlah | o DRI
: a P g u mn %
Bl Jenis Rk | pjay | Jumlah e
o| "Nop' | Paik |Tahun | PFRE | yapg | S | mpdakan | gocenal
: Pai mas Piutan - "
UM | oacan | Pokk | R | | e | pegian | i
| pajak dibayar (Rgf” (Rp) L i
(Rp) o
51/;‘5'_ 3 4 5 6 7 8 9 10
o
|
|
|
| |
Sintang, .......oeeeeenennnn.. 20

----------------------------------

{ QI:I;WG, g
7

MILTON CROSBY
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W i PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR  :  papyN 2014
TANGGAL .
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH
,, BENTUK SURAT PERINTAH PENELITIAN PERORANGAN

................................................... KOP DINAS .vivciniuessssessssessansadasissmssnssassrssnss

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT [LAPANGAN
NOMOR: ............

pasar Pertimbangan :

.......

MEMERINTAHKAN:
Kepada :1.Nama Bk o e e isaein e slelel e e elsle oo o elelale e olelal ele e el T L
NIP s T R e
PSRRI oo i e U G w s s Sl s 5T DA 8OV
Jabatan : . s
2. dst.
Untuk Melaksanakan penelitian setempat/lapangan mengenai

piutang pajak daerah atas nama wajib pajak atau
penanggung pajak :

Narma :
NOP
Alamat

Sintang, .......cocvviiveiinnenriiiiinnnnenn, 20,0,

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH



SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT [LAPANGAN

NOMOR: ........... S
Dasar Pcmmbangan R e bl
MEMERINTAHKAN:
Kepada : 1. Nama e SRS SR 13T
NIP i e re
Pangkat/Gol: ..........cocoeer i
Jabatan
2. dst.
Untuk . Melaksanakan penelitian setempat/lapangan mengenai

piutang pajak daerah yang akan dihapuskan:
SINLANE, +evvreessanssmenrenssrenenss 7214 N
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

...............................................

BUPATI SINTANG,{

V'
\Q/MILTON CROSBY
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IV PERATIUGAN BUPATY BINTANG

A NO
MOR ;
: T,
TANGGAL . 'AHUN 2014
TEN X
TANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH

A LAPORAN HASIL PENELITIAN SECARA PERORANGAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT/LAPANGAN
NOMOR: ............

[ Kami yang bertanda tangan dlbawah ini :

1. Nama b e R T e S e RS
NIP e —— e
Pangkat/Gol SR o e el
Jabatan s

2. dst.

II. Telah melakukan penelitian terhadap wajib pajak atau penanggung pajak atas :

1. Nama R A S e R A R R R e .
3. NOP et ST S e S AL Bo oo AR br o R e L E R (s
4. Alamat A S SR AR R R R R R N B TR
5. Pekerjaan A e B e e oo e S e
6. Perusahaan :
7. Alamat Perusahaan B A R P R R R N R P A R R R
8. Nama Jabatan sesuai Akta

Notaris Terakhir

IIl. Data mengenai tunggakan pajak daerah:

1. Jumlah pajak yang masih harus dibayar :Rp. .. ... ... o pa A P
2. Jumlah pajak yang telah dibayar 31, AR ORL s
3. Jumlah sisa piutang pajak B 7 FROSrp———— TR

4, Tahun pajak

IV. Data Penagihan :
1. Tanggal Keputusan Angsuran/penundaan

Pembayaran pajak |
Tanggal Keputusan Keberatan/banding
Tanggal pembayaran terakhir

Tanggal surat teguran

Tanggal surat paksa

Tanggal surat sita

.................. (lainnya)

...............................

................................

Nouase wn

................................................



’

(

v

---------------------------------------------

Kcsimpulan dan Saran .

.................

.............................................
...........

......................................................

2. dst.

-----------

..........

..............................
-------------------------------

............................

B. LAPORAN HASIL PENELITIAN SECARA KOLEKTIF

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT/LAPANGAN SECARA KOLEKTIF

NOMOR:

I. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

i. Nama
NIP
Pangkat/ Gol
Jabatan
2.dst.

II. Telah melakukan penelitian terhadap wajib pajak atau penanggung

dengan data tunggakan sebagai berikut:

.....................

..............................................
...............................................

...............................................

: Jumlah p—— ]
| Nga e I;Zﬁ‘; Pajak Jumlah
enis ;

Mo | Alamat | NERP/ | Pajax 'l;zhj:l? masih | PR | ptamg | Ket
| ga?;l{) Daerah d?g;; :r dibayar | Pajak (Rp)
| R
| (Rp) {Rp}
iy S
~l

—




18 gesimpulan dan Saran .

...............
.............
--------------

-------------

...........................
-----------------------------------
........
............
---------------------------------------------

----------
ooooooooooo
......................................

.........................

2. dst.

{ BuPATI SINTANG, {

N

&
UMILTON CROSBY
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;‘;‘;‘:)T:RAN BUPATI SINTANG
TAHUN 2014
TANGGAL
TENTANG

* TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN

PIUTANG PAJAK DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI] SINTANG

NOMOR: 970/ /KEP-DISPENDA /2014

TENTANG

pENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN PAJAK ... .. SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK......

Menimbang

Merlgingat

BUPATI SINTANG,

bahwa berdasarkan penatausahaan pengelolaan Pajak
Daerah Tahun Pajak..... sampai dengan Tahun Pajak ...... 3
masih terdapat piutang pajak pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Sintang yang tidak dapat ditagih lagi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati
Sintang Nomor ..... Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah, piutang Pajak Daerah
yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas dapat dihapuskan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Sintang tentang Penghapusan Piutang
Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Sintang Tahun Pajak ..... Sampai Dengan Tahun Pajak ....;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang ...



10.
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Undang-Undan, an
N euang
Negara ( g Nomor 17 Tahun 2003 tentang K

baga Negara Re i : n 2003
) publik Indonesia Tahu
Egggir 47" Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepubliK
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400y},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Peémerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomo® 3 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daefah Kabupaten Sintang Nomor
3); -

Peraturan Daerah Kabupaten Silltang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Pefolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sintang Nomor 1);

11. Peraturan ...



enetapkan
(fgskTU
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11.  Peray
20111‘;2:;.&:? a;rah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tabun
Sintang Ta}%- Al P aerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Kab un 2071 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Hpaten Sintang Nomor 2);
12.  Peraturan

Daerah Kab :
2013 : abupaten Sintang Nomor 4 Tahun
PerkOtt:::ng Pajak Buini Dan Bangunan Perdesaan Dan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun

2013 Nomor 4
» Tambah bupaten
S;htang - et a); an Lembaran Daerah Kabup

13. Qi
Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 tentang

gusunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
aerah  Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten

Sintang Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Peflghapusan piutang Pajak Daerah Tahun Pajak .... sampai
deflgan Tahun Pajak ... pada Dinas Pendapatan Daerah
KabUpaten Sintang sebesar Rp. ..... (.......), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal uimaaisnssaiaiisanaD,

BUPATI SINTANG,

Tembusan

Yth.

L,
2.

bl

kilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

erw
Ketua Dewan P an Republik Indonesia di.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuang

r.Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang. .
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daer
Sintang.
Kepala Bagian

ah Kabupaten Sintang di

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.



